PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Prof. Dr.Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Website : http://www.inspektorat.bantulkab.go.id
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Bantul, 9 Agustus 2024

Nomor :T/700.1.2.1/01786 Kepada,
Sifat : Terbatas Yth. Ka. Dinas Sosial Kab. Bantul
Lamp.
Hal : Pengantar LHR Di Kabupaten Bantul
Bersama ini kami kirimkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
LHR ¢ Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun
2024

Nomor  : 050/1623.D/Reviu.RKA/2024
Tanggal : 2 Agustus 2024
Tahun 1 2024
Obrik : Dinas Sosial
Sebagaimana, diatur dalam:

1. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, Pasal 20 bahwa:
Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

2. Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 20 bahwa:
kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian Negara dikembalikan selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diputuskan dan hasil pengawasan diterbitkan.

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Pemerintah:

a) Pasal 43, menyebutkan:

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI.

(2) Pemantauan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi
hasil audit dan reviu lainnya, dan

b) Pasal 46, menyebutkan: Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan
reviu lainnya yang ditetapkan.

4. Permenpan No.09 Tahun 2009, tentang Pedoman Tindak-Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat
Fungsional Pemerintah, Bab IIT Huruf E menyebutkan: Batas waktu tindaklanjut hasil
pemeriksaan fungsional oleh pimpinan unit kerja pada auditee selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

Demikian, agar menjadikan perhatian dan untuk segera ditindaklanjuti.

Pit. INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL,

HERMAWAN SETIAJL S IP, MH
Pembina Utama Muda, TV/c
NIP. 197403221993111001

Tembusan :
1. Ka. BPKPAD Kab. Bantul

,' iBalai_ * Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
f‘ f;' ?f::;f::;ﬂ “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
S = Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
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LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024 PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

I RINGKASAN EKSEKUTIF

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD,
dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri setiap tahun. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati,
pemerintah daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Kebijakan umum APBD dan
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama
«epala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani
oersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala Daerah
Serdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD
~erubahan sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD Perubahan. Kepala
S#7D menyusun RKA-SKPD Perubahan. dengan menggunakan pendekatan kerangka
sengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran
“erdasarkan prestasi kerja.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk
menguji proses penyusunan RKA-SKPD Perubahan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul
Tahun 2024 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai
~roses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam
Josumen penyajian.

Serdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpuikan hal-hal sebagai berikut:
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1. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA-SKPD Perubahan Tahun
2024
Hasil reviu menunjukkan bahwa RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 belum didukung
dengan Term Of Refference (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).

2. Penguijian atas Konsistensi RKA-SKPD dengan KUA-PPAS
Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa Program, Kegiatan dan Sub
kegiatan, indikator Kinerja dan target kinerja, lokasi dan pagu indikatif RKA-SKPD
Perubahan Tahun 2024 secara umum telah konsisten/sesuai dengan nota kesepakatan
KUA-PPAS.

3. Pengujian atas Ketaatan terhadap kaidah-kaidah penganggaran
Hasil reviu menunjukkan bahwa dalam penyusunan RKA-SKPD Perubahan Tahun
2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul belum sepenuhnya memperhatikan kaidah-
kaidah penyusunan anggaran berupa masih terdapat belanja dengan kode rekening
yang tidak tepat.

DASAR HUKUM

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

< Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan;

2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelnlaan Keuangan
Daerah;

¢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangké Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 7

wn

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
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6. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur.
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024,

10. Surat Edaran Bupati Bantul nomor B/900.1.12/05215/BPKPAD tanggal 15 Juli 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan TA 2024:

11. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/01623/PKPT/2024,
tanggal 25 Juli 2024.

TUJUAN REVIU

Tujuan reviu adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi,
xeandalan, dan keabsahan informasi RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 dengan
#ebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2024.

- RUANG LINGKUP REVIU
Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen Rencana Kerja
“an Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKA-P SKPD) yang
mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber namun tidak rnencakup pengujian
a'as Sistem Pengendalian Intern.

METODOLOGI REVIU

Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpuikan dan
“weakukan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat
“ahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P SKPD) serta
wawancara dengan pelugas/pejabat yang terkait dengan proses penyusunan Rencana
#&ra dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
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Vi. GAMBARAN UMUM

Berdaéarkan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2024 yang
telah disepakati antara Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menerbitkan surat
edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD Perubahan sebagai acuan kepala
SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Perubahan yang disiapkan oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD). RKA-SKPD Perubahan memuat rencana pendapatan dan
belanja serta pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan rﬁaiu untuk
tahun berikutnya.

RKA-SKPD Perubahan disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran
berdasarkan kinerja. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD Perubahan
berdasarkan pendekatan tersebut diatas dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD
Perubahan, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub
kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun
anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan untuk menilai program/kegiatan/sub kegiatan yang
belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk
dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun anggaran yang direncanakan atau 1 {satu)
tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal program dan kegiatan
merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan
dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten
Santul telah menggunakan sistem informasi berbasis online berupa SIPD (Program
Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang datanya terpusat di Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
‘entang  Pengelolaan Keuangan Daerah. SIPD adalah suatu sistem yang
mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah
menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan
“eputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Pagu indikatif RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bantul
adalah sebagai berikut:
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URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

21.579.678.172

22.488.383.415 |

908.705.243

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL

21.579.678.172

22.488.383.415 |

908.705.243

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Percncanaan, Penganggaran,

dan kEvaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

7.075.535.197

388.288.968

7.492.306.062 |

388.290.383

1‘ s

416.770.865

1415
]

2,01

0001

Penyusunan Dokumen i
Perencanaan Perangkat Daerah |

186.129.368

184.079.368

(2.050.000)

2,01

0007

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

202.159.600

204.211.015 |

2.051.415

8 | 8
A,é__u

2,02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

5.461.107.285

5.732.889.995

271.782.710

2,02

0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN |

5.179.488.908

5.451.271.618 |

271.782.710

2,02

0002

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

141.960.000

i
141.960.000 |

2,02

0007

Koordinasi dan Penyusunan i
Laporan Keuangan Bulanan/ ‘
Triwulanan/ Semesteran SKPD

139.658.377

139.658.377

2,05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

7.202.200

7.202.200

2,05

0005

Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

7.202.200

7.202.200 |

01

2,06

Administrasi Umum Perangkat
Daerah i

394 .366.500

493 306 500

48 940 000

2,06

ooz

Penyediaan Peralatan dan {
Perlengkapan Kantor

117.390.000

148.440.000 |

31.050.000

2,06

0005

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan i

31.197.300

35.042.300

3.845.000

01

| 0006

Penyediaan Bahan Bacaan dan |
Peraturan Perundang-undangan

7.800.000

7.800.000

0009

Penyelenggaraan Rapat !
Koordinasi dan Konsuitasi i
SKPD i

230.844.200

294.889.200

|
|
F
I
|
|
1

64.045.000

0010

Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

4.758.000

4.758.000 |

0011

Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

2.377.000

S e —

2.377 000 |

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Suial |

Menyurat

294.274.135

5.250.000 |
|

295.169.575

i

|

!

i

I

|
SR |l S S NN, e

|

|

i

3.940.000

895.440

(1.310.000) |
‘ .
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1! 06 01

0002 |

F PenYediaan Jasa Komunikasi,.
Sumber Daya Air dan Listrik

54.843.190

54.843.190

2,08

0003

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Periengkapan Kanlor

49.213.009

57.010.209

7.797.200

2,08

0004

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

184.967.936

179.376.176

(5591.760)

2,09

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

530.296.109

575.447.409

45.151.300

2,08

0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

460.536.100

489.219.900

28.683.800

2,09

0006

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

52.790.000

62.770.000

$.980.000

-

2,09

0010

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

16.970.009

23.457.509

6.487.500

1 06 02

PROGRAM PEMBERDAYAAN
SOSIAL

1.041.278.820

1.107.152.448

65.873.628

2,02

Pengumpulan Sumbangan
dalam Daerah Kabupaten/Kota

14.050.000

14.050.000

1] 06 02

2,02

0001

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penerbilan izin Undian Gralis
Berhadiah dan Pengumpulan
Uang atau Barang

14.050.000

14.050.000

Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

1.027.228.820

1.093.102.448

e oyt

65.873.628

0001

Peningkatan Kemampuan
Potensi Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

254.846.000

254.846.000

0002

Peningkatan Kemampuan
Potensi Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Lal
s

e |

1.165.340

249 037 500

(7 127 B40)y

0003

Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

93.300.000

98.102.500

4.802.500 !

| o005

0004

Peningkatan Kemampuan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

416.938.630

480.137.598

Peningkatan Kemampuan
Sumber Daya Manusia dan
Penguatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)

10.978.850 |

|
|
L

10.978.850

63.198.968 |
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P

T PROGRAM REHABILITASI

SOSIAL

9.739.059.104

10.407.695.714

668.636.610

&

2,01

Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar
Panti Sosial

9.565.994 224

10.237.543.334

671.549.110

2,01

0001

Penyediaan Permakanan

8.412.003.636

9.061.191.636

649.188.000

2,01

oou2

2,01

0003

Penyediaan Sandang

Penyediaan Alat Bantu

30.392.500

167.658.000

30.142.500

161.458.000

(250.000)

(6.200.000)

2,01

0004

Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

13.500.000

13.500.000

& 8|88 |8

2,01

0005

Pemberian Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual, dan Sosial

246.238 400

259.500.900

13.262.500

&

04

2,01

0006

Pemberian Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat

2,01

0007

Fasililasi Pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan
Kartu Identitas Anak

9.023.300

89.195.048

9.023.300

100.345.048

e

11.150.000

2,01

0008

Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan
Dasar

83.416.828

83.416.828

2,01

0009

Pamberian | ayanan Nata dan
Pengaduan

3.490.000

3.490.000

2,01

0010

Pemberian Layanan
Kedaruratan

438.826.900

446.224 510

6.398.610

2,01

0011

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

63.800.612

61.800.612

(2.000.000)

2,01

2.02

Pemberian Layanan Rujukan

8.450.000

8.450.000

| Rehabilitasi Sosial Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

! (PMKS} Lainnya Bukan Korban
i HIV/IAIDS dan NAPZA di Luar
| Panti Sosial

173.064.880 |

170.152.380 |

(2.912.500)

202 |

0007 |

Pemberian Bimbingan Fisik,

| Mental, Spiritual, dan Sosial

173.064.880

170.152.380 |

(2.912.500)

PROGRAM PERLINDUNGAN

' DAN JAMINAN SOSIAL

2.937.963.586

A

2.706.262.8865 {231.700.700)

} T
I |
i I
! 1
|

Bar g T o0l a0 T
ol Iyﬂluldﬂ(f iJala r

Cakupan Daerah

1)
ar
-
=
o
2
b |

! Kabupaten/Kota

2.937.963.586

T

2.706.262.886 | (231.700.700)

* Pasal

5 ayat

g §

(1) UU ITE 11/2008.

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan aiat bukti hukum yang sah”
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eiektronik yang diterbitkan BSrE.




05

2,02

0001

Pendataan Fakir Miskin
Cakupan Daerah
RKabupalen/Kola

404.114.922

404.114.922

&

05

2,02

0002

Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

2,02

0003

Fasililasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga

401.040.182

1.746.325.320

401.040.182

1.532.659.620

(213.665.700)

2,02

0004

Fasilitasi Bantuan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

386.483.162

368.448.162

L

(18.035.000)

PROGRAM PENANGANAN
BENCANA

544.371.750

534.371.750

(10.000.000)

Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota

217.233.750

201.233.750

(16.000.000)

0001

Penyediaan Makanan

151.617.250

135.617.250

(16.000.000)

4

0002

Penyediaan Sandang

11.484.000

11.484.000

& |8 8

0003

Penyediaan Tempat
Penampungan Pengungsi

16.364.000

16.364.000

&

0004

Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan

18.177.500

19.177.500

8

0005

Pelayanan Dukungan
Psikososial

18.591.000

18.591.000

Penyeienggaraan
Pemberdayaan Masyarakat
Terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kahupaten/Kota

327.138.000

333.138.000

6.000.000

2,02

0001

Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Kampung Siaga
Bencana

106.304.000

106.304.000

2,02

0002

Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana

220.834.000

226.834.000

6.000.000 |

PROGRAM PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM PAHLAWAN

241.469.715

240.594.555

{875.160) |

2,01

Pemeiiharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

241.469.715

240.594.555

(875.160) |

2,01

0001

Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

42.151.457

41.276.297

(875.160)

1. 06 07

2,01

0002

Pemelinaraan Taman Makam
Pahlawan Masional
Kabupaten/Kota

184.868.258

184.868.258 |

07

2,01

0003

Pengamanan Taman Makam
Pahlawan Nasional

Kahunatan/ikKota
AQoUpaien’ikela

14.450.000

14.450.000

UNSUR PENDUKUNG
URUSAN PEMERINTAHAN

500.000.000

500.000.200

|
|
T

|

SO AN BASIL REVIU RENCANA KERIA I2AN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024

RS MUSIAL KABUPATEN HANTUT
= Pasal 5 ayat (1) UU (TE 11/2008.
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan aiat bukti hukum yang sah”

= Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.




; L gui _ ON ANGGARAN i
2 Sl s URAIAN U
] o1 | i SEKRETARIAT DAERAH "~ 500.000.000 500.000.000
% o1 | 04 PROGRAM S i
PENYELENGGARAAN 1
KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA URUSAN 500.000.000 500.000.000
KELEMBAGAAN DAN
, KETATALAKSANAAN 1=
.8 01 | 04 5,03 Perencanaan dan Pengendalian
! Keistimewaan Urusan 500.000.000 500 000 000
N Kelembagaan . o
Penyusunan Rencana Program
& 01| o4 5,03 0001 | dan Kegiatan Keistimewaan 500.000.000 500.000.000

Urusan Kelembagaan

Jumlah | 22.079.678.172 | 22.988.383.415 908.705.243

a.

. URAIAN HASIL REVIU
Reviu terhadap dokumen RKA SKPD Pcrubahan Tahun 2024 pada Dinas Sosial
*abupaten Bantul dapat kami uraikan sebagal berikut :

1. Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA-SKPD Perubahan TA 2024
Dokumen yang diterima APIP:

Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024;
Nota Kesepakatan antara Pemkab Bantul dengan DPRD Kabupaten Bantul

NOMOR : B/900.1 . L /051 30/DPRI/ 2021

moMoRBooe e oeroscoze - tanggal 10 Juli 2024 tentang Perubahan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Bantul

NOMOR | BLGOO i1 0

Sl e tanggal 10 Juli 2024 tentang Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Surat Edaran Bupati Bantul nomor B/900.1.12/05215/BPKPAD tanggal 15 Juli 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan TA 2024;

Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun
2024;

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) Tahun 2024:

Rencana Kebutuhan Barang Miiik Daerah (RKBMD) Tahun 2024;

L i s

L REVIU RENCANA KERIA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024

S SUSIAL RABUPATEN BANTUTL

= Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
nformas: Elekironik danatau Dokumen Elekironik dan/atau hasil cetaknya merupakan atat bukti hukum yang sah"
Josumen ini telah ditandatangani secara eiekironik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.




h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Standardisasi Harga Barang dan
Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Kesimpulan:

Sampai dengan reviu berakhir tanggal 02 Agustus 2024, diketahui bahwa Term Of
Refference (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) per kegiatan/ sub kegiatan
sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan reviu RKA-P SKPD masih dalam
proses penyusunan.

2. Kesesuaian RKA-P SKPD dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan

Prioritas Plafon Anggaran (KUPA-PPA)

Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Anggaran Kerja Perubahan

(RKA-P) Tahun 2024 yang terdiri dari 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 53

(lima puluh tiga) subkegiatan.

Hasil reviu menunjukkan bahwa:

a. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKA Perubahan SKPD telah
sesuai dengan nota kesepakatan KUPA-PPA;

b. Indikator Kinerja, target kinerja, dan pagu indikatif Program, Kegiatan dan
Subkegiatan RKA-SKPD Perubahan telah sesuai dengan KUPA PPA;;

c. Lokasi Subkegiatan RKA Perubahan SKPD telah sesuai dengan nota kesepakatan
Perubahan KUA-PPAS.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa seluruh Program, Kegiatan,
Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Lokasi, dan pagu indikatif RKA-SKPD
Perubahan telah konsisten/sesuai dengan nota kesepakatan KUPA-PPA.

3. Ketaatan terhadap kaidah-kaidah penganggaran

Dinas Sosial Kabupaten Bantul bukan merupakan Perangkat Daerah penghasil

pendapatan daerah maupun mengeliola pembiayaan daerah, sehingga pada penguijian

terhadap kaidah-kaidah penganggaran difokuskan pada aspek belanja daerah.

Berdasarkan hasil reviu didapati bahwa:

2 Rencana belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul diuraikan sesuai dengan
urusan pemerintahan daerah yang dikelola dan tugas dan fungsi Dinas Sosial
Kabupaten Bantul;

Pencantuman kode dan nomenklatur RKA-SKPD Parubahan secara umum telah

r

mempedomani ketentuan  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-

LRSIAN HASIL REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA i’(-R.’\N(nKr\T' DAERAH (RKA-SKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024
P s SUSIAL RABUPATEN BANTUT ;
= Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
= Dokumen ini telah ditandatangan: secara elekiron'k menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.




L]

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi,
pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan

validasi dan inventarisasi

dan keuangan daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Dalam Negerl

verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

o Standar satuan harga telah dipedomani dalam penyusunan RKA-SKPD Perubahan;

d. Akun kelompok belanja masing-masing telah diuraikan menurut jenis, objek, rincian
objek belanja, dan sub rincian objek, namun demikian berdasarkan pencermatan

dokumen RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 diketahui kondisi sebagai berikut:;

e.

Barang Milik Daerah (RKBMD).

Penganggaran Belanja Modal secara umum te

I Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD Rencana Belanja |
BMD menurut RKA-P |

L et L e e e 2022 |
No|  NamaBarang |  Jumiah Jumiah %
Tt einEor - - L. (R T 0 T AT
2 | Angkong/Gerobak Dorong | i unit 1 unit 4
EECTT R S . unit 2 unit ;
4_'r Microphone/Stand Mic i 1 ©unit 1 unit 1
5| Emblem Nama Dinas 1 i Paket | 1 |  Paket |
"6 eompagrkaen. . Al udt o) unit |

No Kode rek Kegiatan Uraian RKAP 2024 Ketr.

1 5.1.02.01.01.0029 | Belanja alat/bahan Hardisk 2.400.000,00 | Aset tetap adalah
untuk kegiatan kantor Exsternal aset berwujud yang
bahan komputer Spesifikasi: mempunyai masa

WD 2TB manfaat iebih dari 12
(dua belas) bulan
untuk digunakan
dalam kegiatan
pemerintah atau
dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

2 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Kipas angin 750.000,00 | Harusnya tidak
Pendingin Spesifikasi masuk Belanja Modal
Doorprizea cara wall fan karena barang akan
senam dan bazar di berikan (hadiah}
HKSN

3 52 02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Kompor Gas 750.000,00 | Harusnya tidak
Pendingin Spesifikasi: 2 masuk Belanja Modal
Nonrprizea cAMA tungki karena harang akan
senam dan bazar di berikan (hadiah}
HKSN

4 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Setrika 700.000,00 | Harusnya tidak
Rumah tangga i Spesifikasi: masuk Belanja Modat
Lainnya listrik/uap karena barang akan
Doorprizea cara di berikan (hadiah)
senam dan bazar
HKSN | |

lah didukung Rencana Kebutuhan

CMAN HASIL REVIU RENCANA KERIA DAN ANGGARAN S

ATUAN KERIA PERANGKAT DAERANH (RKA-SKPD} PERUBAHAN TAHUN 2024

B DINAS SOSTAC KABUPATEN BANTUL

« Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan
« Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik meng

/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

gunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD Rencana Belanja
BMD menurut RKA-P
2022

7 | Pompa air sumur 1 unit 1 unit
8 | Pompa tangan 1 unit 1 unit
9 | Paper Shredder 1 unit 1 unit
10 | AC 3 unit 2 unit
11 | Televisi 43" 1 unit 1 unit
12 | Camera 1 unit 1 unit
13 | Kursi Roda 1 unit 1 unit
14 | Laptop 1 unit 1 unit
15 | PC Unit 1 unit 1 unit

16 | Printer 3 unit 3 unit
17 | Tablet PC 1 unit 1 unit
18 PG nlR - 3 unit 1 unit
19 | Pointer laser 2 unit 2 unit

Kesimpulan:
Penganggaran Belanja Modal secara umum telah didukung Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah (RKBMD).

SARAN/REKOMENDASI
Berdasarkan hasil reviu di atas maka Tim Reviu Inspekiorat Daerah Kabupaten

Santul merekomendasikan kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 agar:
1. RKA-P SKPD agar didukung dengan dokumen Term Of Refference (TOR) atau

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) per kegiatan/ sub kegiatan;
2. Dilakukan pencermatan kembali atas penyusunan RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024;

L APURAN HASIL REVIU RENCANA KERIA DAN ANGGARAN SATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024
PR IRNASOUGIAL RABUPATEN BANTUL =
e Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
= Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.




,'%SIASI
Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyampaikan terima kasih atas kerjasama

' seluruh pejabat / pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada umumnya
ﬁ Tim Penyusun Dokumen RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Sosial
#abupaten Bantul sehingga Reviu RKA-SKPD Perubahan dapat dilaksanakan dengan
lancar. '

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 5 Agustus 2024
Nomor T/700.1.2.1/01694

PLT INSPEKTUR BANTUL,
(=] [=]

'E o
HERMAWAN SETIAJ! S IP, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001

*  ESupati Bantul (sebagai laporan);
= Sewretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3 Arsip.

L N HASIL REVIU RENCANA KERIA DAN ANGGARAN SATUAN KFRIA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024
s SUSIAL KASUPATEN BANTUL
« Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

“Informasi Elektronik dan‘atau Dokumen Elekironik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
« Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
) INSPEKTORAT DAERAH
) ENAAY) T RA-NAYID TIEN TP -

Jin. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: hitp//www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: T/700.1.2/01623/PKPT/2024

Dasar:

*_ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Panyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024,

2 Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun
2024,

£ Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja
Pengawasan Tahunan Tahun 2024; dan

S Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor

TB/LHP/XVILYOG/03/2024 tanggal 27 Maret 2024.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No | Nama Jabatan dalam Tim Hari Pemeriksaan
~ 1. | Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M. Per. Pengendali Mutu/Penanggung Jawab |

2 | Besari Setyowati, S.E,M.PA. | Pembantu Penanggung Jawab |
~ 3. Sulami, S.E., M.Acc. | Pengendali Teknis
4 Agus Tri Wahyudi, S.T.. . |KetaTm
5 | Muhammad Tho'atN, S.E., M.Si, MAcc | Anggota ===

8. | Susiani, S.E. Anggota

Untuk . Melaksanakan Reviu Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

Tahun 2024 pada:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

Dinas Kesehatan;

binas Sosial;

Kapanewon Kasihan; dan

. Kapanewon Sedayu.

Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan penyusunan
perubahan RKA SKPD.

Sasaran : Memastikan rumusan perubahan RKA SKPD telah berpedoman pada perubahan KUA
PPAS dan perubahan RKPD.

Ruang Lingkup : Pengujian atas penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Siaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2024 dan kepada APIP tidak

dperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

mepo0m

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan
bantuan seperiunya.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 25 Juli 2024

:ﬁ:tﬁiﬁ""

[i_']"‘{ LA S F oty

Drs. ISCARMCKO, M.Pd, M.M.Par
Pembina Utama Muda, IV/ic

NIP. 196407271993031003

e Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekironik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukii hukum yang sah”
+ Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.




y GATATAN LM?ORAN HASIL REVIU

- RENCANA KERJA DAN AMGGARAR PERUBAHAN
SATUAN KERJA PE‘RMHGKAT DAERAH (RKA-P SKPD)
DINAS SOSIAL KAEUPRTEN BANTUL TAHUN 2_024

Ilspektorat Daerah Kabupaten Bantul e



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DA ERAH

Jalan Prof. Dr Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul ode Pos 55712

Telepon/Faximile (0274) 67325 Laman : hﬂp.liwww rnspektorat bantulkab .go.id
Posel : inspektorat@bantul 0.id

CATATAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-P SKPD) DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran
Daerah Tahunan, dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor
T/700.1.2/01623/PKPT/2024 tanggal 25 Juli 2024 untuk Reviu Perubahan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024, bersama
ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) RKA Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun
2024.

DATA UMUM
Tim Reviu Inspekiorat Kabupaien Bantui telah melakukan reviu terhadap
RKA-Perubahan Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) Tahun 2024 pada Dinas
Sosial Kabupaten Bantul berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

2. Nota Kesepakatan antara Pemkab Bantul dengan DPRD Kabupaten Bantul

NOMOR : B/290,1.1/05130/DPRD/2024 7
Nomor womor:Bsovo.1.17491/DPRD/2024  tanggal 10 Juli 2024 tentang

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024,
3. Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Bantul

NOMOR Bys00-1- faseybrrbss0sa . tanggal 10 Juli 2024 fentang Nota Kesepakatan
antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

4. Surat Edaran Bupati Bantul nomor B/800.1.12/05215/BPKPAD tanggal 15 Juli
2024 fentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2



il

Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Perubahan TA

. 2024;

5. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul
Tahun 2024; dan

6. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) Tahun
2024;

7. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2024

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Standardisasi Harga
Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024,

Berdasarkan dokumen yang telah diterima tersebut, Inspekiorat Daerah
Kabupaten Bantul selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
melaksanakan reviu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Pelaksanaan reviu meliputi
kegiatan penelusuran informasi, permintaan keterangan, serta analisis terhadap
dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA SKPD) Perubahan.

Pelaksanaan reviu dilakukan sesual dengan langkah kerja yang felah
ditentukan dalam Program Kerja Reviu (PKR) dan dapat disesuaikan dengan
kebutuhan. Pelaksanaan langkah kerja reviu dituangkan dalam Kertas Kerja
Reviu (KKR) yang selanjutnya disusun dalam Catatan Hasil Reviu (CHR).
Catatan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud merupakan kesimpulan dari hasil
reviu yang memuat antara lain:

a. Permasalahan, kelemahan, dan kekurangan yang terdapat dalam dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
{(RKA SKPD) Perubahan TA 2024 yang direviu; dan

b. Tindakan perbaikan yang disarankan oleh APIP terhadap dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
Perubahan TA 2024.

HASIL REVIU
1. Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA-SKPD Perubahan TA 2024
Dokumen yang diterima APIP:
a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

b. Nota Kesepakatan antara Pemkab Bantul dengan DPRD Kabupaten Bantul

NOMOR : 8/900.1 .1 /05130/DPRD/2024
nomor :1/900.1.1/491/DPrDy2024  tanggal 10 Juli 2024 tentang Perubahan
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
c. Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Bupati Bantul

R

SRowan Dhjeon i ijasoiorknyioss.  tanggal 10 Jull 2024 tentang Nota
Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul Tahun Anggaran 2024,
d. Surat Edaran Bupatli Bantul nomor B/900.1.12/052156/BPKPAD tanggal 15
Juli 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Perubahan TA
2024;
e. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bantul
Tahun 2024;
f. Rencana Kebuiuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) Tahun
2024,

. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2024;

. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Standardisasi
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

W

Kesimpulan:

Sampai dengan reviu berakhir tanggal 02 Agustus 2024, diketahui bahwa
Term Of Refference (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) per
kegiatan/ sub kegiatan sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan
reviu RKA-P SKPD masih dalam proses penyusunan.

. Kosesuaian RKA-P SKPD dengan Kebljakan Umum Pcrubahan APBD

dan Prioritas Plafon Anggaran (KUPA-PPA)

Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Anggaran Kerja

Perubahan (RKA-P) Tahun 2024 yang terdiri dari 7 (tujuh) program, 15 (lima

belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) subkegiatan.

Hasil reviu menunjukkan bahwa:

a. Nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKA Perubahan SKPD
telah sesuai dengan nota kesepakatan KUPA-PPA;

b. Indikator Kinerja, target kinerja, dan pagu indikatif Program, Kegiatan dan
Subkegiatan RKA SKPD telah sesuai dengan KUPA PPA;;

c. Lokasi Subkegiatan RKA Perubahan SKPD telah sesuai dengan nota
kesepakatan Perubahan KUA PPAS.
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Kesimpulan:

Berdasarkan hasil reviu dapat disimpulkan bahwa seluruh Prodram. Kegiatan,
Subkegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja, Lokasi, dan pagu indikatif
RKA Perubahan SKPD felah konsisten/sesuai dengan nota kesepakatan
KUPA PPA.

. Ketaatan terhadap kaidah-kaidah penganggaran

Dinas Sosial Kabupaten Bantul bukan merupakan Perangkat Daerah

‘penghasil pendapatan daerah maupun mengelola pembiayaan daerah,

sehingga pada pengujian terhadap kaidah-kaidah penganggaran difokuskan

pada aspek belanja daerah.

Berdasarkan hasil reviu didapati bahwa:

a. Rencana belanja pada Dinas Sosial diuraikan sesuai dengan urusan
pemerintahan daerah yang dikelola dan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

b. Pencantuman kode dan nomenklatur RKA SKPD secara umum telah
mempedomani ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5888 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi,
validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan
nomenkiatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
sebagaimana dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 fentang Hasil
verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

¢c. Standar satuan harga telah dipedomani dalam penyusunan RKA SKPD;

d. Akun kelompok belanja masing-masing telah diuraikan menurut jenis,
objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek, namun demikian
berdasarkan pencermatan dokumen RKA-SKPD Perubahan Tahun 2024
diketahui kondisi sebagai berikut:;

No | Kode rek Kegiatan Uralan RKAP 2024 Ketr.

1 §1.02.01.01.0029 | Befanja alatibahan untuk Hardisk 2.400.000,00 | Aset tetap adalah aset
kegiatan kantor bahan Exsternal barwujud yang
komputer Spesifikasi: mempunyai masa

WD 2TB manfaat lebih dari 12
{dua betas) bulan untuk
digunaken dalam
kegiatan pemeriniah
atay dimanfaatkan olah
masyarakat umum.

2 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Kipas angin 750.000,00 | Harusnya tidak masuk
Pendingin Spesifikasi : Belanja Modal karena

i Doorprizea cara senam dan | wall fan barang akan di berikan
1 bazar HKSN (hadiah}




No Kode rek Keglatan Uralan RKAP 2024 Ketr.
I 3 | 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Kompor Gas 750.000,00 | Harusnya tidak masuk
i Pendingin Spaesifikasi: 2 Belanja Modal karena
Doorprizea cara senamdan | tungku -barang akan di berikan
hazar HKSN (hadiah}
4 520?05 02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Setrika 700.000.00 | Harusnya tidak masuk
tanana Lainnya Speslfikasi: Belanja Modal karena
Doorprizea cara senam dan listrik/uap barang akan di berikan
bazar HKSN (hadlah)

e. Penganggaran Belanja Modal secara umum telah didukung Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Reancana Kebutuhan Pengadaan BMD Rencana Belanja BMD
menurut RKA-P 2022
No Nama Barang Jumlah Jumlah
1 | Mesin Sor 1 unit 1 | unit
2 | Angkong/Gerobak Dorong 1 unit 1 unit
3 Sprayer 2 unit 2 unit
4 Microphone/Stand Mic 1 unit 1 unit
5 | Emblern Nama Dinas 1 Paket! 1 Paket
6 Pompa air kolam 1 unit 1 unit
7 Pompa air sumur 1 unit 1 unit
8 | Pompa tangan 1 unit 1 unit
9 | Paper Shredder 1 unit 1 unit
10 | AC 3 unit 2 unit
| 11_| Televisi 43" 1 unit 1 | unit
12 | Camera 1 unit 1 unit
13 | Kursi Roda 1 unit 1 unit
14 | lL.aptop i it {1 Junt
15 | PC Unit 1 unit 1 unit
16 | I’rinter 3 unit 3 unit
17 | Tablet PC 1 unit 1 unit
18 | PC Unit 3 unit 1 unit
19 | Pointer iaser 2 unit 2 | unit
Kesimpulan:

Penganggaran Belanja Modal secara umum telah didukung Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

IV. SARAN/REKOMENDASI
Berdasarkan hasil reviu di atas maka Tim Reviu Inspekiorat Daerah
Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Tim Penyusun Dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 agar:
1. RKA-P SKPD agar didukung dengan dokumen Term Of Refference (TOR)
atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) per kegiatan/ sub kegiatan,




!
|

' 2. Dilakukan pencermatan kembali atas penyusunan RKA SK;'-’D Perubahan
 Tahun 2024

V. JAWABAN ATAS SARAN/REKOMENDASI

1. Kerangka Acuan Kegiatan ( KAK ) sudah dalam proses penyesuaian sambil
menunggu Anggaran RAK Perubahan tahun 2024 ditetapkan;

2. Pencermatan atas penyusunan RKA Perubahan tahun 2024 akan dilakukan
dengan berkoordinasi bersama BPKPAD Bidang Aset.

Bantul, 2 Agustus 2024

Kepaia Dinas S An. Inspektur
irban Kesos dan Budaya

i NP-19691231 199603 1 017 NIP. 196902271996032002
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